PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR DI KOTA BANDA ACEH by LIA RISKA
ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH
TITLE
PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM PENGAWASAN PEREDARAN PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK
TERDAFTAR DI KOTA BANDA ACEH
ABSTRACT
ABSTRAK
LIA RISKA, 	2017		PELAKSANAAN KOORDINASI DALAM 
				PENGAWASAN  PEREDARAN PRODUK 					KOSMETIK YANG TIDAK  TERDAFTAR DI 					KOTA BANDA ACEH
				Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala
				(vi, 51) pp,. tabl,. bibl,. app.
        							 (Dr. Efendi, S.H., M.Si.)
Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana telah beberapa kali diubah
dan terakhir dengan Nomor 64 Tahun 2005, bahwa â€œBPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakuâ€•. Namun pada
kenyataannya koordinasi yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Aceh dan Dinas
Kesehatan (Dinkes)Kota Banda Aceh serta  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banda Aceh (Disperindag) tidak berjalan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penyebab masih ditemukannya produk kosmetik tidak terdaftar di Kota Banda
Aceh, untuk menjelaskan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk kosmetik tidak
terdaftar di Kota Banda Aceh, dan untuk menjelaskan pelaksanaan koordinasi dalam pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM,
Dinkes dan Disperindag terhadap kosmetik yang tidak terdaftar di BBPOM beredar di Kota Banda Aceh.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian
kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, buku literatur hukum atau
bahan hukum tertulis lainnya. Penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berhubungan dengan penelitian ini melalui
wawancara dengan responden dan informan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penyebab munculnya produk kosmetik yang tidak terdaftar beredar di Kota Banda
Aceh adalah karena mahalnya syarat untuk melakukan pendaftaran, adapun pihak-pihak yang harus bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pengawasan terhadap produk kosmetik yang tidak terdaftar di Kota Banda Aceh adalah BBPOM, Dinkes, dan
Disperindag. Koordinasi BBPOM, Dinkes dan Disperindag dalam mengatasi peredaran produk kosmetik yang tidak terdaftar adalah
dengan memberikan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan rutin terhadap pelaku usaha kosmetik yang terdapat di Kota Banda
Aceh.
Disarankan  kepada BBPOM agar dapat meningkatkan koordinasi dengan Dinkes dan Disperindag dalam melakukan pengawasan
terhadap kosmetik beredar yang tidak terdaftar, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha serta dapat
meningkatkan jumlah petugas pengawas terhadap kosmetik beredar yang tidak terdaftar di BBPOM Kota Banda Aceh.
